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DAFTAR ISi 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

DlNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

TAHUN 2020 

No. Urut No. SOP Judul SOP 

I SEKRETARIAT 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1 V .26 .1 .1 .1  Pengelolaan surat masuk 

2 V.26.1.1.2 Pengelolaan surat Keluar 

3 V .26 .1 .1 .3  Perencanaan Kebutuhan Sarpras Kearsipan 

4 V.26.1 .1 .4 Pengelolaan dan Pengadaan Barang 

s V.26 .1 .1 .5  Penyusunan Laporan Pengguna Barang Bulanan, Semesteran dan Tahunan 

6 V.26.1.1 .6 Penyusunan Neraca Aset 

7 V .26 .1 .1 .7  Pengelolaan Data Pegawai 

8 V.26.1.1 .8 Penyiapan Bahan Perencanaan Kebutuhan Pegawai 

9 V.26.1 .1 .9 Penyiapan Bahan Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan 

10 V.26 .1 .1 .10 Penyiapan bahan Usulan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala 

11 V .26 .1 .1 .11 Penyiapan bahan Pensiun dan/atau Pemberhentian Pegawai 

12 V .26 .1 .1 .12 Penyiapan Bahan Pemberian Tanda Kehormatan dan/atau Penghargaan 

13 V.26.1 .1 .13 Penyiapan Bahan Usulan Pengurusan Askes, Taspen 

14 V.26 .1 .1 .14 Penyiapan Bahan Usulan Pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu istri dan Kesejahteraan lainnya 

15 V.26.1 .1 .15 Penyusunan Daftar Penilaian Kinerja Pegawai 

16 V.26 .1 .1 .16 Penyiapan Bahan Pemberian Sanksi Pegawai 

17 V.26.1 .1 .17 Pelayanan Pengusulan ljin Belajar 

18 V .26 .1 .1 .18 Permohonan lnformasi Publ ik 

Sub Bagian Perencanaan /ru-� 
1 V .26 .1 .2 .1  Penyusunan dan pengolahan Data'Perdagangan 

2 V.26.1 .2 .2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 

3 V.26.1 .2 .3 Penyusunan Kalender Kegiatan 

4 V.26 .1 .2 .4 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

5 V.26.1 .2 .5 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 

6 V.26 .1 .2 .6  Penyusunan Rencana Strategis 



No. Urut No. SOP Judul SOP 

7 V .26 .1 .2 .7  Penyusunan Lakip dan LPPD 

8 V.26.1.2.8 Penyusunan Tim Monitoring dan Evaluasi 

9 V.26.1 .2 .9 Penyusunan Penetapan Kinerja 

10 V.26.1 .2 .10 Penyiapan Bahan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

11 V.26.1 .2 .11 Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Sub Bagian Keuangan dan Aset 

1 V.26.1 .3 .1 Pencairan Anggaran Uang Persediaan 

2 V.26.1 .3 .2 Pengelolaan uang Persediaan 

3 V.26.1.3 .3 Pengajuan Anggaran Kegiatan 

4 V.26.1.3.4 Pencairan Anggaran Secara langsung 

5 V.26.1.3.5 Pengelolaan Pajak 

II BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI 

Seksi Perllndungan Konsumen dan Tertib Niaga 

1 V .26 .2 .1 .1  Proses Pelaksanaan Pengawasan Perl indungan Konsumen dan Tertib Niaga 

Seksi Distribusi dan Logistik 

1 V.26.2 .2 .1  Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

2 V.26.2.2.2 Pemantauan Stok I Pasokan Barang Kebutuhan Pokok 

Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah 

1 V.26.2 .3 .1 Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah 

Il l  BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

Seksi Ekspor dan lmpor 

1 V .26 .3 .1 .1  I  Pembinaan Ekspor lmpor ke Dunia Usaha 

2 V.26.3.1 .2 Pelayanan Penerbitan SKA 

Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan 

1 V.26.3.2.1 Pengiriman Sampel Produk Potensial Ekspor ke Perusahaan Luar Negeri 

2 V.26.3 .2 .2 Penyelenggaraan Pameran Produk Ekspor di Dalam dan Luar Negeri 

Seksi Fasilitasi 

1 V .26.3 .3 .1  Penyediaan Data Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung 

2 V.26 .3 .3 .2  Mediator bagi Eksportir dan Calon Eksportir dalam mendapatkan fasilitas yang mendukung ekspor dan Peningkatannya 



I 

No. Urut No. SOP Judul SOP 

IV BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 

Seksi Kerjasama dan Promosi lnventasi lndustri 

1 V.26.4 .1 .1  Pelayanan verifikasi teknis dalam rangka pemenuhan komitmen IUI 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian lndustri 

1 V.26.4.2 .1 Pelayanan verifikasi teknis da lam rangka pemenuhan komitmen IU I  perubahan 

Seksi Pembangunan Sumber Daya-lndustri 

1 V.26.4.3.1 Pelayanan verifikasi teknis dalam rangka pemenuhan komitmen IU I  perluasan 

V BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI 

Seksi Pembangunen lndustri Kecil-dan Menen� 

Perumusan kebijakan daerah dibidang pembangunan dan pemberdayaan industri 

1 V.26.5 .1 .1 Memfasilitasi kemudahan akses keuangan bagi industri kecil dan menengah 

Seksi Pengembangan Kreativitas dan lnovasi 

1 V.26 .5 .2 .1 Penetapan industri unggulan proviosi 

Seksi Pembinaan lndustri Hijau 

1 V.26.5.3.1 Pelaporan kebijakan daerah dibidang pembinaan industri hijau 

VI BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI 

Seksi Standarisasi lndustri 

1 V.26.6 .1 .1 Pembinaan IKM melalui  fasil itasi SNI 

Seksi Pengolahan Data dan lnforroasi lndustri 

1 V.26.6.2 .1 Pendataan dan sistem informasi industri 

Seksi Fasilitasi lndustri 

1 V.26 .6 .3 .1  pelayanan fasilitasi sarana industri pada sentra IKM 

VII UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang 

Sub Bagian Tata Usaha 

1 V.26.7 .1 .1 Pengelolaan surat masuk 

2 V .26 .7 .1 .2  Pengelolaan surat Keluar 

3 V.26 .7 .1 .3  Layanan Adm Kenaikan Pangkat PNS 

4 V.26.7 .1 .4 Layanan Adm Kenaikan Gaji Pangkat PNS 

5 V.26 .7 .1 .5  Usulan Adm Pembuatan SK Pensiun 

6 V.26.7.1 .6 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 



No. Urut No. SOP Judul SOP 

7 V.26.7 .1 .7 Pembukuan Barang lnventaris 

8 V.26.7.1.8 Pembukuan Barang Pakai Habis 

9 V.26.7 .1 .9 Usulan Penghapusan Barang lnventaris 

10 V .26 .7 .1 . 10 Pemeliharaan Barang lnventaris 

11 V.26.7 .1 .11 Penyusunan Laporan Barang Pakai Habis 

12 V.26.7 .1 .12 Penyusunan l.aporan Barang lnventaris 

13 V.26.7 .1 .13 Penyusunan Laporan Mutasi Barang 

14 V.26.7 .1 .14 Penyusunan Laporan Tahunan 

15 V.26.7.1.15 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

Seksi Sertifikasi Mutu Barang 

1 V.26.7 .2 .1 Penerbitan Sertifikat Mutu 

2 V.26.7.2.2 Pengolahan Data Hasil Pengujian 

Seksi Penga\Nasan 

1 V.26.7 .3 .1  Persiapan Peralatan Laboratorium. 

2 V.26 .7 .3 .2 Pengujian Conteh 

3 V.26.7.3.3 Pengambilan Conteh 

VIII UPTD Balai lndustri dan Kemasan 

Sub Bagian Tata Usaha 

1 V.26.8 .1 .1 Pengelolaan surat masuk 

2 V.26.8.1.2 Pengelolaan surat Keluar 

3 V.26.8.1.3 Layanan Adm Kenaikan Pangkat PNS 

4 V.26.8.1.4 Layanan Adm Kenaikan Gaji Pangkat PNS 

5 V.26.8.1 .5 Usulan Adm Pembuatan SK Pensiun 

6 V.26.8.1.6 Pelayanan Usulan Pengajuan SKP 

7 V.26.8.1 .7 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 

8 V.26.8.1 .8 Pembukuan Barang lnventaris 

9 V.26.8.1.9 Pembukuan Barang Pakai Habis 

10 V.26.8.1.10 Usulan Penghapus.an Barang lnventaris 

11 V.26.8 .1 .11 Pemeliharaan Barang lnventaris 

12 V.26.8.1 .12 Penyusunan Laporan Barang Pakai Habis 

13 V.26.8 .1 .13 Penyusunan Laporan Barang lnventaris 

14 V.26.8.1.14 Penyusunan Laporan Mutasi Barang 



•. 

No. Urut No. SOP Judul SOP 

15 V.26.8.1 .15 Penyusunan Laporan Tahunan 

16 V.26.8.1.16 Pe.nyusunan Rencana Kerja Anggar:.an (RKA) 

Seksi Produksi dan Jasa lndustri 

1 V.26.8.2 .1 Pengembangan lndustri dan Kemasan 

Seksi Oesain dan Kemasan lndustri 

1 V.26.8 .3 .1 Pe+ayanan Jasa Desain dan Kemasan 



'"'' 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURATMASUK 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26 . 1 . 1 .  l  

O l  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pengelolaan Surat Masuk 

Dasar Hukum 

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK 

Kualifikasi Pelaksana 

'"' 

l .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Ke ia Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

I .  SOP Pengelolaan Kearsipan 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka surat masuk dan surat keluar tdak terkelola dengan baik. 

I .  Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

I .  Komputer dan perlengkapannnya 
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



.... 

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Umum 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

&Kepeg Perlengkapan 
Tertatanya 

1 .  
Menerima surat masuk yang didisposisikan 

Tata Persuratan Dinas 10  menit 
administrasi 

pimpinan surat 

2. Mencatat surat masuk 
Buku pencatatan 

5 menit 
T ercatatnya 

I 
I I 

surat surat 

Tersusunnya 

3. 
Mengarsipkan surat masuk sesuai isi disposisi 

Tata Persuratan Dinas 30 menit 
terarsipkannya 

pimpinan I I I I surat masuk 

4. Memberi nomor surat masuk Tata Persuratan Dinas IO  menit 
Adanya nomor 

_ 1 
I surat masuk 

- ,  

I  

Tersusunnya 
5. Merekapitulasi surat masuk 

I I 
Tata Persuratan Dinas 30 menit rekapitulasi 

surat 

Membuat laporan surat masuk dalam kurun Rekapitulasi surat Tersusunnya 
6. 

waktu 1 th .  masuk I jam laporan surat 
masuk 

KEPALA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGANPROVINSILAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 196 I 0307 198603 1 007 
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DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINS! LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SURAT KELUAR 

TAHUN 2020 



... 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGANPROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V .26 . 1 . 1 . 2  

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pengelolaan Surat Keluar 

Dasar Hukum 

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR 

Kualifikasi Pelaksana 

4• 

\ \· 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Ke ia Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

I .  SOP Pengelolaan Kearsipan 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka surat masuk dan surat keluar tdak terkelola dengan baik 

1 .  Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

2. Komputer dan perlengkapannnya 
3. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT KELlJAR 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Umum 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

& Kepeg Perlengkapan 

Tertatanya 

1 .  Menerima surat kelurar Tata Persuratan Dinas 10  menit 
administrasi 
surat 

Buku pencatatan 
Tercatatnya 

2. Mencatat surat keluar I 
I 

5 menit surat keluar 
I 

surat 

Mengarsipkan dan membuat surat keluar 
Tersusunnya dan 

3. 
sesuai isi disposisi pimpinan I I I I 

Tata Persuratan Dinas 30 menit terarsipkannya 
surat kelur 

Adanya nomor 
4. Memberi nomor surat keluar � I 

I 
Tata Persuratan Dinas 10 menit keluar 

- I 
I 

Tersusunnya 
5. Merekapitulasi surat keluar 

I I 
Tata Persuratan Dinas 30 menit rekapitulasi 

I 
surat keluar 

Membuat laporan surat kelur dalam kurun 

• 
Rekapitulasi surat Tersusunnya 

6. 
waktu 1 th .  keluar I jam laporan surat 

keluar 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SATRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 
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DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINS! LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERENCANAAN KEBUTUHAN SARPRAS KEARSIPAN 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

T gl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1 .  1.3 

O l Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Perencanaan Kebutuhan Sarpras Kearsipan 

DasarHukum 

SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN SARPRAS KEARSIPAN 

Kualifikasi Pelaksana 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan 

I . SOP Pengelolaan Kearsipan. 
2. SOP Pemeliharaan Arsip. 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka tidak tersedia kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan. 

1 .  Memiliki kemampuan merencanakan kebutuhan kearsipan 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

I .  Komputer dan perlengkapannnya 
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



• 

• 

FLOWCHART SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN SARPRAS KEARSIPAN 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Umum 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

& Kepeg Perlengkapan 

Menginventarisir dan menilai keberadaan 
Daftar 

l .  Agenda kerja I jam inventarisasi dan 
arsip 

penilaian 

2. 
Memperhitungkan kebutuhan sarana dan 

Daftar inventaris 2jam 
Catatan 

prasarana yang diperlukan secara cermat. I , I perhitungan 

3. 
Menyusun daftar usulan kebutuhan sarana 

Daftar inventarisas 2jam Daftar usulan 
dan prasarana serta jumlah biayanya. 

Memeriksa dan menyempumakan daftar 
4. usulan dan menyampaikannya kepada 

. . . . . . . . . . . .  . . . .  

Daftar usulan I jam Daftar usulan 
pimpinan. 

� 

Persetujuan daftar usulan kebutuhan sarpras tidak ya 

5. pada RKA dan DPA, jika tidak setuju ., Daftar usulan 1 hari Daftar usulan 
dikembalikan untuk direvisi. 

6. 
Tindak lanjut rencana pengadaan Sarpras I Dokurnen usulan 1 jam 

Rencana 
� pengadaan 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



• 

• 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGELOLAAN DAN PENGADAAN BARANG 

TAHUN 2020 



DINAS PERJNDllSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINS( LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1 .  l.4 

O I Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pengelolaan dan Pengadaan Barang 

Dasar Hukum 

SOP PENGELOLAAN DAN PENGADAAN BARANG 

Kualifikasi Pelaksana 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah 
3 .  Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Ke ·a Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

1 .  SOP Penilaian dan Penghapusan Barang 
2. SOP Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka pengelolaan dan pengadaan barang tidak terlaksana dengan baik. 

I .  Memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengadaan barang 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

I .  Komputer dan perlengkapannya 
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



�· 

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN DAN PENGADAAN BARANG 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Umum 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

& Kepeg Perlengkapan 

T ersedianya 

1 .  
Meminta daftar kebutuhan barang masing Adanya daftar 

1 jam 
Rencana 

masing Bidang kebutuhan kebutuhan 
barang 

Menyusun rencana kebutuhan barang 1 
Daftar Rencana 

2. 
inventaris 

Rencana kebutuhan 1 hari kebutuhan 
barang 

Kesepakatan 

3 .  Rapat internal L 
Daftar kebutuhan 

2jam 
Daftar kebutuhan 

. . . . . . . . . . . .  ,  .. 

I barang barang masing- 
masing Bidang 

Kepala Dinas memeriksa dokumen proses dan t i·- Proses 
4. 

pelaksanaan Pengadaan barang, jika setuju Memenuhi 
I hari pengadaan 

ditandatangani, jika tidak setuju dikembalikan persyaratan 
untuk diperbaiki 

ya barang 

I Berita acara 
�- I  Pihak 

5. Serah terima barang hasil pengadaan I I Hasil pengadaan I jam serah terima 
ketiga 

barang 

- Daftar Barang 
Kuasa Penggu- 

Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan 
I I 

Berita Acara terima na(DBKP) 
6. 1 jam - Keputusan 

BMD (Barang Milik Daerah) barang Gubernur 
tentang status 
oenzzuna BMD 

' �  
Surat Perintah 

11 
Pengeluaran 

7. 
Melaksanakan penyaluran barang sesuai 

I hari 
Barang (SPPB) 

kebutuhan ke masing masing Bidang 

• 
dan Serita Acara 
Serah Terima 
(BAST) barang 



Kartu Inventaris 
Ruangan (KIR), 

Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD Kartu Inventaris 
8. 

yang berada dalam penguasaannya 
Dokumen inventaris 1 jam 

Barang (KIB). 

dan Buku 
lnventais (BI) 

- Daftar 
Mengurus, mengamankan dan memelihara Pemeliharaan 

9. 
penggunaan BMD yang dalam pemakaian Setiap hari BMD 
pada masing-masing Bagian dan atau Sub kerja - Berita Acara 
Bagi an Stock Perseiaan 

barang 

Laporan Barang 
Kuasa Pengguna 

10. 
Menyusun laporan barang kuasa pengguna Dokumen catatan 

1 hari 
Semesteran dan 

semesteran dan tahunan barang Laporan Barang 
Kuasa Pengguna 
Tahunan 

KEPALA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVTNSI LAMPUNG 

SATRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN LAPORAN PENGGUNA BARANG BULANAN, 

SEMESTERAN DAN TAHUNAN 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINS] LAMPlJNG 

Nomor SOP 

T gl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V .26 . 1 . 1 . 5  

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan laporan pengguna barang bulanan, semesteran., dan tahunan 

DasarHukum 

SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENGGUNA BARANG BULANAN, SEMESTERAN, DAN TAHUNAN 

Kualifikasi Pelaksana 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor JO  Tahun 2020 tentang Pembentukan., Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan 

l .  SOP Pengelolaan Barang 
2. SOP Pengadaan Barang 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka pelaporan penggunaan barang secara periodik tidak terlaksana dengan baik. 

1 .  Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan pengelolaan barang. 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

1 .  Komputer dan perlengkapannnya 
2. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



.. 

.. 

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENGGllNA BARANG BULANAN, 

SEMESTERAN, DAN TAHUNAN 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
Umum& Kepeg 

Staf 
Perlengkapan 

Waktu Output 

Draf laporan 
Menyusun laporan bulanan, Laporan penggunaan 

I .  Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Agenda kerja 1 hari barang bulanan, 
Pengguna barang Tahunan semesteran dan 

tahunan. 

Kebenaran La- 

Mencermati Laporan Pengguna Barang I I 
poran Pengguna 
Barang Semes- 

2. Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Draft laporan 1 jam 
teran dan La- 

Tahunan 
poran Pengguna 
Barang Tahunan 

Kebenaran La- 

Mengkompilasikan Laporan Pengguna I I poran Pengguna 

I 1 -  Barang Sernes- 
3.  Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Draft laporan 1 jam 

teran dan Lapor- 
Barang Tahunan 

an Pengguna 
Rarang Tahunan 

Laporan Peng- 

Finalisasi Laporan Pengguna Barang 
guna Barang 
Semesteran dan 

4. Semesteran dan Laporan Pengguna Rarang Draft laporan 2jam 
Laporan Peng- 

Tahunan 
guna Rarang 
Tahunan 

, 



•• 

Menyampaikan Laporan Pengguna Barang 
5. Semesteran dan Laporan Pengguna Barang 

Tahunan kepada Kepala Dinas 
Dokumen laporan 30 menit 

Laporan Peng­ 
guna Barang 
Semesteran dan 
Laporan Peng­ 
guna Barang 
Tahunan 

•· 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SATRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



• 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN RENCANA ASET 

TAHUN 2020 



•• 

DINAS PERINDlJSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V.26.1 . 1 .6  

O l  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Neraca Aset 

Dasar Hukum 

SOP PENYUSUNAN NERACA ASET 

Kualifikasi Pelaksana 

•· 

l .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor IO Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan 

1 .  SOP Pengelolaan dan Pengadaan Barang 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka neraca aset tidak terlaksana dengan baik. 

1 .  Memiliki kemampuan dalam penyusunan neraca 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

I .  Komputer dan perlengkapannnya 
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



•• 

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN NERACA ASET 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Urnum Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
&Kepcg 

Staf 
Perlenzkanan 

Waktu Output 

Staf menyusun daftar aset yang akan dinilai 
l .  45 menit Daftar aset 

dan menyerahkannya kepada Kasubbag 

Kasubbag Melakukan penilaian aset 
berdasarkan : 

. , 

2. 
- Tahun Pembelian I I 45 menit 

Dafatr nilai 
- Keadaan Barang barang 
- Harga pasar 
- Harga Perolehan 

" 

3. 
Kasubbag memasukkan nilai aset kedalam I I ! jam Neraca aset 
neraca 

I I 
4. Kasubbag melakukan finalisasi neraca aset 1 hari Neraca aset 

' ,  



5. Stafmendokumentasikan neraca asset 1 0  menit Neraca aset 

... 

• 

KEP ALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SATRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGELOLAAN DATA PEGAWAI 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26 . 1 . l . 7  

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pengelolaan data kepegawaian 

Dasar Hukum 

SOP PENGELOLAAN DATA PEGA W Al 

Kualifikasi Pelaksana 

' 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pernerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor IO Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan 

I . SOP Kinerja pegawai 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka data pegawai tidak tersedia dengan baik. 

I .  Memiliki kompetensi dalam pengolahan data 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

1 .  Data seluruh pegawai 
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



FLOWCHART SOP PENGELOLAAN DATA PEGA WAI 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Umum Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
& Kepeg 

Staf 
Perlengkapan 

Waktu Output 

-- 1 .  
Kasubbag memerintahkan Stafuntuk �I I 
mempersiapkan data pegawai. 

Agenda kerja 5 menit disposisi 

• 

2. 
Staf menyiapkan file pegawai sebagai bahan I I disposisi 

File data 
untuk entry data ke SIMPEG 

1 jam 
pegawai 

Staf melakuan entry data pegawai ke dalam • 
Data pegawai 

3. 
program SIMPEG apabila terjadi perubahan I 1 

yang telah 

data pegawai (Kenaikan pangkat, KGB, 
File data pegawai 45 menit mengalami 

Mutasi, Daftar Riwayat Hidup, dsb) 
perubahan 
terbaru 

Staf menyusun data pegawai yang akan . 

- Pensiun I I 
4. - Naik pangkat Data terbaru I jam 

Data pegawai 

- Menerima Gaji berkala 
up Iodate 

- Diusulakn penerima Satya Lencana 



5. 
Staf mendokumentasikan data pegawai hasil 
entray data terakhir 

Dokumen data 
pegawai 

IO menit 

Arsif data 
pegawai dengan 
perubahan 
terbaru 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



•• 

.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI 

TAHUN 2020 



• 

DINAS PERINDllSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

Nomor SOP 

TgL Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1.l.8 

O I Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai 

Dasar Hukum 

SOP PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI 

Kualifikasi Pelaksana 

• 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor IO Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan 

1 .  SOP Pengelolaan data pegawai 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka ketersediaan rencana kebutuhan pegawai tidak terencana dengan baik . 

1 .  Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

1 .  File data pegawai 
2. Komputer, Printer, ATK 
3. Meja, Kursi, dll 

Pencatatan dan Pendataan 

Data kebutuhan pegawai harus tersedia secara berkelanjutan 



.. 

FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGA \VAi 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Umum 

Staf 
Persyaratan/ Ket 

& Kepcg Perlengkapan 
Waktu Output 

Kasubbag memerintahkan stafuntuk Ill- Hi-D 
1 .  

mengumpulkan data kebutuhan pegawai. 
Agenda kerja 5 menit Disposisi 

I 
I 

Staf mengumpulkan data pegawai dan I 

I jam 
Data kebutuhan 

menyerahkannya kepada Kasubbag. pegawai 

Kasubbag menyusun rencana kebutuhan 
pegawai sesuai ketentuan (formasi, I I 

Rencana 
2. 1 hari kebutuhan 

klasifikasi pendidikan, jenis kelamin) dan 
pegawai 

menyampaikannya kepada Sekretaris 

Sekretaris membuat draft surat usulan Draft surat 

3. kebutuhan pegawai dan menyampaikannya . . . . . . . . . . .  1  hari 
usu Ian 

kepada Kepala Dinas kebutuhan 
pegawai 

Finalisasi surat usulan kebutuhan pegawai, Surat usulan 
4. jika terjadi kesalahan dikembalaikan untuk I hari kebutuhan 

diperbaiki. pegawai 

Sekretaris mengirim surat usulan kebutuhan 
Terkirimnya 

5. pegawai kepada Pemerintah pusat atau 
ill 

30 menit 
surat usulan 
kebutuhan 

Pemerintah Daerah 
pegawai 



.. 

6. 
Kasubbag Perencanaan menyimpan surat 
usulan kebutuhan pegawai 

10 menit 
Arsip usulan 
kebutuhan 
pegawai 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS( LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



• 

' 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN USULAN MUTASI DAN PROMOSI JABATAN 

TAHUN 2020 



• 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

T gl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V.26. 1 . 1 .9  

O I  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyiapan bahan usulan mutasi dan promosi jabatan 

DasarHukum 

SOP PENYIAPAN BA HAN US ULAN MUT ASI DAN PROM OSI JABA TAN 

Kualifikasi Pelaksana 

l .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pernerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi clan 
Tata Keria Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

I .  SOP Pengelolaan data pegawai 
2. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka mutasi dan promosi jabatan tidak terlaksana dengan baik. 

I .  Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan!Perlengkapan 

l .  Data pegawai 
2. ATK, Komputer, Printer, dll 

Pencatatan dan Pendataan 



.. 

FLOWCHART SOP PENYlAPAN BARAN USULAN MlfTASl DAN PROMOSI JABATAN 

Pelaksana Mutu Baku 
No 

1 .  

2. 

3. 

Uraian Prosedur 

Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk 
menyiapkan data PNS yang telah memenuhi 
syarat untuk mutasi, dan promosi jabatan. 

Kasubbag memerintahkan Staf untuk 
menyiapkan data formasi jabatan 

Staf menyusun draf usulan mutasi, promosi 
dan menyerahkannya kepada Kasubbag 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Um 

& Kepeg 
Staf 

Persyaratan/ 
Perlen ka an 

Agenda kerja 

Data pegawai 

Data forrnasi 
jabatan 

Waktu 

30 menit 

30 menit 

1 jam 

Output 

Disposisi 
Data pegawai 
untuk usulan 
promosi jabatan 

Forrnasi jabatan 

Drafusulan 
mutasi, promosi 

Ket 

fo. 

Kasubbag menyerahkan draft usulan mutasi, 

4. promosi untuk diserahkan kepada Kepala 
Dinas 

. . . . . . . . . .  ·• 
Draft usulan 10 menit 

Drafusulan 
mutasi, promosi 

5. 

6. 

Finalisasi persetujuan pimpinan, jika terjadi 
keselahan dikembalikan untuk diperbaiki 

Mengirimkan surat usulan mutasi, promosi 
keBKD 

Draft usulan mutai, 
promosi 

Surat usulam 
mutasi, promosi 

l hari 

30 menit 

Persetujuan 
usulan promosi 

Surat usulan 
promosi ke BKD 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVTNSI LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



, .. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINS! LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN GAJI BERKALA 

TAHUN 2020 



• 

DINAS PERINDlJSTRIAN DAN 

PERDAGANGANPROVINSILAMPUNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

T gl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V.26 . 1 .1.10 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala 

DasarHukum 

SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN KENAIKAN PANGKAT, GAJI BERKALA 

Kualifikasi Pelaksana 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan 

1 .  SOP Pengelolaan data pegawai 
2. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai 
3 .  SOP Penyiapan Bahan Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala tidak terlaksana dengan baik. 

l .  Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan adminsitrasi pegawai 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

I .  Data pegawai 
2. Note Book, Printer, A TK, dll 

Pencatatan dan Pendataan 



... 

FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN KENAIKAN PANGKAT, GAJI BERKALA 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Umum Persyaratan/ 

Output 
Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
& Kepcg Staf 

Perleogkapan 
Waktu 

Data penjagaan 

1 .  
Stafmenyusun data pegawai yang akan naik 

Agenda kerja I jam 
kenaikan 

pangkat dan gaji berkala pangkat, gaji 
berkala 

Kasubbag meneliti dan menyiapkan berkas- 
Kumpulan bahan, 

2. berkas sebagai syarat kenaikan pangkat, gaji ,, Data pegawai 30 menit berkas 
berkala 

Sekretaris membuat surat usulan kenaikan 
3 .  pangkat, gaji berkala, dan menyampai- 

· · · -I i  
Bahan dan berkas 45 menit Draf Surat usulan 

kannya kepada Kepala Dinas 
. .. .. . . .. ..  

Kepala Dinas memeriksa surat usulan 

4. 
kenaikan pangkat, gaji berkala, jika sudah � 

Dokumen usulan 1 hari Surat usulan 
benar ditandatangani, jika salah 
dikembalikan untuk diperbaiki. 

- 

Sekretrais memeriksa susunan kelengkapan 
- 

Susunan usulan 
5. 

usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan 
Dokumen usulan I hari kenaikan pangkat, 

menyerahkannya kepada Kasubbag untuk 
gaji berkala 

dikirim. 

' Surat usulan Kasubbag mengirimkan surat usulan 
6. kenaikan pangkat, gaji berkala dan Dokumen usulan I jam 

kenaikan 
pangkat, gaji 

lampirannya. berkala 



1. 
Staf mengarsifkan surat usulan kenaikan 
pangkat, gaji berkala 

Dokumen uuslan IO  menit 
Arsip usulan 
kenaikan pangkat 
dan gaji berkala. 

KEP ALA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVJNSI LAMPUNG 

SATRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN PENSIUN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN PEGAWAI 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

NomorSOP 

T gl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

T gl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V .26 . 1 . 1 .  l  l  

O  l  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyiapan bahan pensiun dan atau pemberhentian pegawai 

Dasar Hukum 

SOP PENYIAPAN BA HAN PENSIUN DAN/A TAU PEMBERHENTIAN PEGA WAI 

Kualifikasi Pelaksana 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata K · a Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

l SOP Pengelolaan data pegawai 
2. SOP Perencanaan Kebutuhan Pegawai 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka bahan pensiun dan atau pemberhentian pegawai tidak terlaksana dengan 
baik. 

1 .  Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis data pegawai 
2. Merniliki kornpetensi memadai dalam rnengoperasikan kornputer 

Peralatan/Perlengkapan 

1 .  Data pegawai 
2. Komputer, Printer, ATK, dll . 

Pencatatan dan Pendataan 



' 
FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN PENSIUN DAN/A TAU PEMBERHENTIAN PEGA WAI 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Umum 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

& Kepeg Perlengkapan 

Kasubbag memerintahkan stafuntuk Disposisi dan 
- I I 1 menyusun data calon pegawai yang akan � ... Agenda kerja I jam data pegawai 

pensiun calon pensiun 

Kasubbag membuat data nominatif calon 
I l _  Disposisi dan data Data nominatif 

2_ pensiun dan menyerahkannya kepada I r 

pegawai 
I jam 

calon pensiun Sekretaris 

' 

Sekretaris menyerahkan data pegawai kepada 
- Data nominatif 

Kepala Dinas untuk diketahui dan - Usulan Calon 3 .  calon pegawai yang 30 menit 
ditandatangani, kemudian disampaikan ke 

akan pensiun 
Pensiun 

BKD Provinsi 

Sekretaris melalui Kasubbag menyampaikan I 

I 
Daftar calon pensiun kepada PNS calon -. Blanko. yang 

4. Blanko I hari harus diisi oleh pensiun untuk mengisi dan melengkapi 
calon pensiun persyaratan pensiun 

Ir 

I 
-. 

I Kelengkapan 
5. 

Mene\iti kelengkapan persyaratan calon 
Kelengkapan Berkas 45 menit persyaratan pensiun 

calon pensiun 

I 1 
Draft surat pe- 

Membuat surat pengantar pengiriman ngantar pengi- 
6. 

kelengkapan data PNS calon pensiun 
Kelengkapan berkas I jam riman keleng- 

kapan data PNS 
calon pensiun 



' 

I I 
7. Finalisasi surat pengantar Dokurnen 30 rnenit Surat Pengantar 

, 

8. Mengirirnkan surat pengantar ke BKD 
I I 

Dokurnen 45 rnenit Surat pengantar 

• Arsip dokumen 
9. Pengarsipan Dokumen usulan 10 menit usulan calon 

pegawai pensiun 

KEP ALA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE. M.Si 

Pembina Utarna Madya 
NIP. 19610307198603 1  007 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN/ATAU PENGHARGAAN 

TAHUN 2020 



""' 

5. 
Meneliti kembali kelengkapan persyaratan Daftar usulan yang 

45 menit 
Kelengkapan 

dan menyusun berkas usulan untuk dikirim telah disetujui persyaratan 

Mengirimkan daftar usulan PNS yang berhak 
Usulan PNS yang 
berhak untuk 

6. untuk menerima tanda kehormatan/ Dokumen usulan 45 menit 
menerima tanda 

penghargaan kepada Pemerintah/Pemda. 
kehormatan 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SATRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINS! LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN ASKES, TASPEN 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVJNSI LAMPllNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V .26 . 1 . 1 . 1 3  

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyiapan bahan usulan pengurusan, Askes, Taspen 

Dasar Hukum 

SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURlJSAN, ASKES, TASPEN 

Kualifikasi Pelaksana 

... 

• 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5 .  Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata K · a Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

I .  SOP Pengelolaan data pegawai 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka pengurusan Askes dan Taspen tidak terlaksana dengan baik . 

1 .  Merniliki kemampuan dalam pengelolaan kebutuhan pegawai 
2. Memiliki kompetensi memadai dalarn mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

I .  Data pegawai 
2. Komputer, Printer, A TK dan fasilitas lain yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



" 

FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN lJSULAN PENGURUSAN, ASKES, TASPEN 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Umum 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

& Kepeg Perlengkapan 

Stafmengambil blanko dan persyaratan ke PT 
1 .  ASKES I PT T ASPEN untuk disampaikan Agenda kerja 1 jam Blangko isian 

kepada PNS yang belum memiliki Kartu 

D Blangko yang 
2. Mengumpulkan blanko yang telah diisi Blanko isian 1 hari 

sudah diisi data 

" 
3. 

Meneliti data yang mengajukan permohonan 
Blanko berisi data I jam Validasi data 

yang sudah diisi untuk diteliti kebenarannya 

, 

Memeriksa dan meneliti berkas masing ICZ:. � 
4. 

masing pegawai yang mengusulkan 
.....:. !il;J Blanko berisi data 1 jam Berkas 

. .  

5. Penandatanganan surat pengantar permohonan berkas 1 hari Surat pengantar 

.� ; D  
Berkas permo- 

6. 
Mengirimkan permohonan ke PT ASKES/ 

� Dokumen usulan 45 menit 
honan usulan 

PTTASPEN Kartu ASKES/ 
TASPEN 



.. 

7. Pengarsipan Dokumen usulan 10 menit 
Arsip dokumen 
usu Ian 

.. 

• 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE, M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



• 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN KARTU PEGAWAI , KARTU SUAMI, 

KARTU ISTRI DAN KESEHJAHTERAAN LAIN NY A 

TAHUN 2020 



.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V .26 . 1 . 1 . 1 4  

O  I  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyiapan bahan usulan pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu 
lstri dan bentuk keseiahteraan lainnya 

Dasar Hukum 

SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN KARTU PEGAWAI, KARTU SUAMI, 

KARTU ISTRI DAN BENTUK KESEJAHTERAAN LAINNYA 

Kualifikasi Pelaksana 

• 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 3 S Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

S. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata K ia Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

I .  SOP Pengelolaan data pegawai 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami-Istri dan bentuk kesejahteraan 
lainnya tidak terlaksana dengan baik. 

I .  Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan dan 
kesejahteraan pegawai 

2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

1 . Data pegawai 
2. Komputer, Printer, ATK, dll. 

Pencatatan dan Pendataan 



.. 

.. 

FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN USULAN PENGURUSAN KARTU PEGAWAI, KARTU SUAMI, 
KARTU ISTRI DAN BENTUK KESEJAHTERAAN LAINNYA 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Umum Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
& Kepeg Staf 

Perlengkaoan 
Waktu Output 

-· 
rrll·��t1:1 

Menyiapkan usul dan persyaratan keleng- 
Syarat dan Kelengkapan 

I . kapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, I hari 
KARIS 

kelengkapan persyaratan 

2. Membuat surat usulan permohonan 30 menit 
Drafsurat 
permohonan 

3. Meneliti kelengkapan persyaratan 45 menit 
Kelengkapan 
persyaratan 

4. 
Legalisasi usulan permohonan KARPEG, 

1 hari 
Surat 

KARSU, KARIS ke BKD Provinsi permohonan 

5. Mengirimkan berkas permohonan ke BKD 1 jam 
T erkirimnya 
berkas 



.. 

6. Pengarsipan IO menit Arsip 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE, M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINS! LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN DAFTAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDllSTRJAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V.26.l 1. 1 5  

O  l  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan daftar penilaian kinerja pegawai 

DasarHukum 

SOP PENYUSUNAN DAFT AR PENlLAlAN KINERJA PEGA WAI 

Kualifikasi Pelaksana 

l .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor IO Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan 

I .  SOP Pengelolaan data pegawai 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka penilaian kinerja pegawai tidak terlaksana dengan baik. 

1 .  Memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian kinerja pegawai 
2. Memiliki kompetensi memadai dalarn mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

1 . Data pegawai 
2. Komputer, Printer, ATK, dan fasilitas kerja lainnnya. 

Pencatatan dan Pendataan 



FLOWCHART SOP PENYUSUNAN DAFT AR PENILAIAN KINERJA PEGA \VAi 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Umum 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

& Kepeg Perlengkapan 

Menyampaikan format isian penilaian 
I .  kinerja pegawai kepada para pejabat 45 menit Format isian 

struktural 

' 
Mengkompilasi, mengentry dan meneliti 

Data penilaian 
2. hasil isian penilaian kinerja pegawai dengan l hari 

kinerja pegawai 
data presensi 

Rekapitulasi hasil penilaian kinerja pegawai 
� 

3. 
........... - 1 hari Data rekapitulasi 

dan menyerahkannnya kepada Kasubbag 

Menyusun daftar penilaian kinerja pegawai, .. .g :  Draft daftar .... ........  

4. dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas I hari penilaian kinerj a 
untuk diketahui dan ditandatangani. pegawai 

tidak 

S. Finalisasi hasil penilaian kinerja pegawai ya I hari 
Daftar penilaian 
kinerja pegawai 

, 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN PEMBERIAN SANKSI PEGAWAI 

TAHUN 2020 



DINAS PERJNDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPlJNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V . 2 6 . 1 . 1 . 1 6  

O  l  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyiapan bahan pemberian sanksi pegawai 

DasarHukum 

SOP PENYIAPAN BAHAN PEMBERIAN SANKSI PEGAWAI 

Kualifikasi Pelaksana 

\II 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Ke ia Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

1 .  SOP Penyusunan Daftar Penilian Kinerja Pegawai 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka pemberian sanksi kepada pegawai tidak terlaksana dengan baik. 

1 .  Memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian kinerja 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

l .  Data pegawai 
2. Komputer, Printer, ATK, dan fasilitas kerja lainnnya. 

Pencatatan dan Pendataan 



FLOWCHART SOP PENYIAPAN BAHAN PEMBERIAN SANKSI PEGA\VAI 

No 

I .  

Uraian Prosedur 

Atasan langsung memberikan teguran lisan 
kepada bawahan yang melakukan 
pelanggaran disiplin ringan. 

Pelaksana Mutu Baku 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag Um 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

& Kepeg Perlen ka an 

Hasil teguran 
Bukti kesalahan/ 
pelanggaran 

1 jam lisan dibuat 
secara tertulis. 

Atasan Jangsung memberikan teguran 
Hukuman tertulis kepada bawahan yang masih Bukti kesalahan/ Surat tegoran 

2. 
melakukan pelanggaran setelah diberi pelanggaran 

30 menit 
secara tertulis di sip Jin 

teguran lisan . ringan 

• 

Atasan langsung memberikan pernyataan 
Surat Pernya- 

tidak puas secara tertulis kepada bawahan Bukti kesalahan/ 
3 .  30 menit taan tidak puas 

yang masih melakukan pelanggaran setelah pelanggaran 
secara tertulis 

diberi teguran tertulis. 

4. 

Kepala Dinas memberi sanksi berupa 
penundan kenaikan pangkat berkala selama I 

(satu) tahun kepada pegawai yang 
melakukan pelanggaran disiplin katagori 
sedang dan telah mendapat pemyataan tidak 
puas secara tertulis . .  

Bukti kesalahan/ 
pelanggaran 

1 jam 

Surat keputusan 
penundaan 
kenaikan pang­ 
kat berkala 
selama 1 th 

Hukuman 
disiplin 
sedang 



5. 

Kepala Dinas memberi sanksi berupa 
penundan kenaikan pangkat selama I (satu) 
tahun kepada pegawai yang melakukan 
pelanggaran disiplin katagori sedang dan 
telah mendapat pernyataan tidak puas secara 
tertulis. 

Bukti kesalahan/ 
pelanggaran 

I jam 

Surat keputusan 
penundaan 
kenaikan pang­ 
kat selama 1 th 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSl LAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE, M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



.,. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAYANAN PENGUSULAN IZIN BELAJAR 

TAHUN 2020 



.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V . 2 6 1 . l . 1 7  

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pelayanan pengusulan izin belajar 

• 

(� 

SOP PELA YANAN PENGUSULAN IZIN BELAJAR 

DasarHukum Kualifikasi Pelaksana 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional J .  Memiliki kemampuan dibidang adminsitrasi perkantoran 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Mampu mengoperasikan komputer, 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 3. Teliti dan cermat 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

I .  Alat tulis kantor, Printer, Komputer. 
I .  SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. Tata Persuratan Dinas 

3. Buku Pencatatan Surat 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak dibuat, maka pelayanan terhadap pegawai yang akan mengajukan izin belajar tidak optinal 



FLOWCHART SOP PELA YANAN PENGUSULAN IZIN BELAJAR 

Pelaksana Mutu Baku Ket 

No Uraian Prosedur 
KepaJa Dmas Sekretaris 

Kasubbag Umum 
Staf/Pegawai 

Persyaratan/ 
Waktu Output 

& Kepeg Perlengkapan 

Surat pengajuan 
5 menit 

Surat pennohonan 
I .  Pegawai mengajukan surat izin belajar 

izin belajar izin belajar 

. 

Kasubbag memeriksa kelengkapan persyaratan 
. . . . . . . .  . . . . .  l Surat permohonan 

ljam 
Surat permohonan 

2. adminsitrasi dan membuat konsep surat pengantar 
izin belajar isin belajar izin belajar. 

tolak 
Sekretaris memeriksa konsep surat pengantar izin 

- Surat izin belajar bclajar, jika setuju memberi paraf dan menerus- 
- Surat izin belajar . . . . . . . . . . .  ... 

yang sudah 45 menit 3. kannya kepada Kepala Dinas untuk mendapat 
yang sudah diparaf persetujuan. Jika tidak setuju, usulan izn belajar disetujui 

ditolak. ya 

Surat izin cuti yang Kepala Dinas memeriksa surat pengantar izin 
- Surat izin belajar 

30 menit 
sudah ditanda- 4. belajar.jika setuju ditandatangani,jika tidak setuju 

yang sudah diparaf tangani Kepala dikembalikan untuk diperbaiki atau ditolak. 
Din as 

Surat izin belajar Surat lzin belajar 
I l - I I I --. • I yang sudah ditanda- 

10 menit 
yang sudah dibcri 5. Pemberian nomor surat, cap, dan pengarsifan. 

tangani KepaJa nomordan 
Dinas distcmpel 

� 



.. 

6. Pemberian Surat lzin belajar kepada pemohon. Surat izin belajar 5 menit Surat Izin Belajar 

.. 

KEP ALA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SATRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRlAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26. 1 .1.18 

O l  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pengelolaan Permohonan Jndormasi Publik 

DasarHukum 

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

Kualifikasi Pelaksana 

.. 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 0  Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Keria Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

2. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka surat masuk dan surat keluar tdak terkelola dengan baik. 

l .  Memiliki kemampuan dalam mengelola adminsitrasi kantor 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

3. Komputer dan perlengkapannnya 
4. Sarana dan prasarana lain yang diperlukan 

Pencatatan dan Pendataan 



• 

FLOW CHART SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

PELAK SANA MUlUBAKU 

NO URAIAN KEGIATAN PETUGAS PE TU GAS PPID PPID 
KELENGKAPAN 

WAKTIJ 
OUTPUT 

PELA YANAN INFORMASI UTAMA PEMBANTIJ (menit) 
KETERANGAN 

l 2 3 4 s 6 7 8 g lO 

Menerima pennohonan lnformasi publik dari l'ormullr Permohonan Informasi Register Permohonan Informasi 

1 pemohon yang dalang langsung alaupun melalui 

� 
(Format 1), Fotocopy/hasil sc.an 15 Publik, Tanda Terlma 

surat permohonan yang diklrlmkan via pos, fax, identitas dlrl pemohon Permohonan Informasi Permohonan lrtormasl yang 
email atau media komunikasi lainnya (KTP/SIM/Paspor) (Format 1) dit.erma oleh SKPO, maka 
Mengldentffikasi informasi yang diminta apablla PPID Pembantu SKPO 
lnformasi tercantum dalam Daftar lnformasi Publik tersebut harus segera 

2 (DIP), permohonan di proses, apabila informasi tklak Permohonan, kelengkapannya Permohonan di pra;es/ tldak di menyerahkan permohonan 
terc.antum datani DIP Pel!.Jgas Pelayanan dan DIP proses informasl tadi kepada PPID 
memberikan SU'at pemberitahuan tert\Jlis metalui Utama paling larrmt 1 (satu) 
Petugas Pelayanan hari sejak penerimaan 

Menyampaikan permintaan irlormasi yang diminta Surat PPIO Utama tentang permohonc11 dimaksud 

3 pemohon kepada SKPD penguasa informasi/ 
I 

I Permohonan lntormasi permintaan informasi kepada 
dokumentasi melalui PPID Pembantu r 

¢ 
SKPO 

___ ........... ...._. ___ . ___ �-.-· .. - 
- - - -- --- --- -- 

Memberikan jawaban alas permintaan informasi dari 
PPID utama, apabila informasi yang diminta dikuasai SUrat PPID utama tentang 5urat jawaban 5KPO alas 

4 dilanj!Jkan ke proses selanjutnya, apabila tldak permintaM lnformasi kepada 180 permintaan informasi PPID 
dlkuasai petugas informasi memberikan surat SKl'O utama 
pemberitahuan melalui Petugas Layanan 

···---- - - 
· · · ·-· . ---· 

Menganalisa infonnasi apakah diperlukan .. SUrat jawaban SKPO alas 
Keputusan memer1ukan Uji 

s pertlmbangan/Ujl konsekwensi dari Tim I I 
permintaan lnformasi PPID 30 

Pertlmbaman Pelayanan lnformasi Publlk Utama 
konsekuensi dari Tim atau tidak 

--- '-- 

l 
- -  --- -- - - 

Menyampaikan permintaan informasi kembali kepada 
Surat permintaan informasi ptiblll< 6 SKPD penguasa informasi/dokumentasi tersebut I 

l 60 Salinan informasi publik 

melalui PPID Pembantu r 
I 

dari PPID Utama 

Menyampaikan Salinan lnformasi kepada PPID • 7 I 

I 
Salinan informasi publik 120 Salinan informasi publik 

utama I 

--� �- -· --·---· ----- - -�·····- 

8 Menyiapkan Pemberitahuan Tertulis r 
l Sallnan lnformasi publlk 30 Draft Perrtieritahuan tertulis 
I 

Memeriksa dan menandatang ani Perrberitahuan 
l 

9 r 

1 
Draft Perrtleritahuan terti.dis 15 Perrberitahuan tertulis 

Tertulls I 

- 

Menyampaikan Perrtieritahuan tertu!is dan Salinan salinan informasi publik, T and a terima sallnan informasi 
10 

lnformasi kepada Pemohon r l Pemberitahuan tertulis 
30 

publik 

j_ 
Pell"bEritahuan tertulis, Tanda Register Permohonan lnfonnasl 11 Melengkapi Register Permohonan Irtormasi Publik Selesa') terima salinan irtormasi publik 

15 
Publik 



.. 

• 

• 

KEPALA DfNAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVfNSI LAMPUNG 

SATRIA ALAM, SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINS) LAMPlJNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V.26. 1 2.1  

O l  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan dan Pengolahan Data Perindustrian dan Perdagangan 

' 

SOP PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DA TA PERINDlJSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 1 .  Memiliki kemampuan dalam penngolahan, dan analisis data; 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan program 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan komputer 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5 .  Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10  Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

I .  SOP Penyusunan Renstra 
I .  Dokumen data 

2. SOP Penyusunan RKT 
2 Komputer, printer, A TK. 

3. SOP Penyusunan LAKIP dan LPPD 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak dibuat, maka tidak tersedia data yang diperlukan untuk penyusunan program dan penetapan 
kebijakan. 



• 

.. 

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
Perencanaan 

Staf 
Perlengkapan 

Waktu Output 

Kasubbag memerintahkan Stafuntuk 

1 .  
mempersiapkan perlengkapan adminitrasi 

Agenda kerja 5 menit Disposisi 
dan teknis penyusunan Data Perindustrian 
dan Perdagangan 

Stafmenyiapkan perlengkapan adminsitrasi, ' 

2. 
dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan I I Disposisi 1 hari 

Disposisi, bahan 
penyusunan dan pengolahan Data dan data 
Perindustrian dan Perdagangan 

Staf menyerahkan perlengkapan adminsitrasi, 
I 

I Disposisi, data, Perlengkapan 
dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan I � 

3. perlengkapan , dan 15  menit pelekasnaan 
penyusunan dan pengolahan Data 

persyatatan kegiatan 
Perindustrian dan Perdagangan 

.. 

Kasubbag menyusun panduan pelaksanaan .. . . . . . . . . .  .. I Data, Perleng- 
4. 

kegiatan, dan membentuk Tim pelaksana, Surat untuk 
2jam kapan dan per- 

kemudian menyerahkannya kepada Sekretaris Kab/Kota 
untuk mendapat persetujuan. 

syaratan 

:_ 

tidak 
Sekretaris memeriksa panduan pelaksanaan 

Pesyaratan dan 
5. 

kegiat dan Tim pelaksana. Jika setuju 
perlengkapan sesuai 30 menit 

Kegiatan siap 
ditandatngani, jika tidak setuju dikembalikan 

prosedur 
dilaksanakan 

untuk diperbaiki. 

Kasubbag dan Tim mengumpulkan, mem- 
ya 

ferivikasi, dan menyusun Data Perindustrian 
. 

I I Sesuai Terkumpulnya 
6. dan Perdagangan bekerjasama /berkoordinasi Panduan kegiatan 

juknis data 
dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten/Kota serta pihak terkait lainnnya. 



" 

Kasubbag dan Tim mengolah dan 
menganalisis data serta menyusunnya dalam 

7. bentuk laporan hasil kegiatan penyusunan 
dan pengolahan Data Perindustrian dan 
Perdagangan 

Staf mendokumentasikan hasil pelaksanaan 
8. kegiatan penyusunan dan pengolahan Data 

Perindustrian dan Perdagangan. Selesai 

Data yang berhasil 
dikumpulkan 

Dokumen Data 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Sesuai 
juknis 

1 0  menit 

Laporan berisi 
data yang sudah 
diolah dan 
dianalisis 

Arsif Dokumen 
laporan kegiatan 

KEP ALA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SATRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 
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I 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 

TAHUN 2020 



• 

DINAS PERINDlJSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1.2.2 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 1 .  Memiliki kemampuan dibidang perencanaan; 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan program 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan komputer 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

S. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

I .  SOP Renstra 1 .  RPJMD berjalan, UU, Kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
2. SOP LAKIP dan LPPD 2. Meja, Kursi, ATK, Komputer dan printer. 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak dibuat, maka program dan kegiatan akan berlangsung tanpa arah dan tujuan yang jelas 
Mengacu kepada data dan informasi basil monitoring dan evaluasi tahun 
sebelumnya 



• 

.. 

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 

Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Ket 

No Kasubbag Persyaratan/ 
Waktu Output Kepala Dinas Sekretaris 

Perencanaan 
Staf 

Perlengkapan 
FormTerdiri: 
- Nomor 

Kasubbag menyusun form Rencana Kinerja - Program Utama 
Tersusunnya 

1 .  Tahunan (RKT), dan memerintahkan Stafuntuk 
- Sasaran; 

l hari 
- Indikator Form RKT 

membagikannya kepada para Kabid. Kinerja: 
Output 

- Alw.1UlruO 

Staf membagikan form RKT kepada Para Kabid 
• 

Form RKT yang 

2. dan Kabid mengisi form RKT, kemudian Form RKT I hari telah diisi oleh 

menyerahkannya kepada Kasubbag, Ka bid 

3. 
Kasubbag menyerahkan form RKT yang telah 

Usulan Bagian 1 5  menit 
Terisinya data 

terisi kepada Sekretaris - setiap bagian 

Sekretaris melakukan kompilasi atas hasil usulan Form RKT 
Terkumpulnya 

4. I hari usulan Form 
RKT dari para kabaid. telah terisi RKT 

Sekretaris bersama para Kabid dan Kasubbag 
Draft RKT 

5. 
membahas usulan RKT. Hasil pembahasan 

yang telah 1 hari Draft RKT 
diserahkan kepada Kasubbag sebagai bahan 

terisi 
penyusunan RKT. 

6. 
Kasubbag mengonsep RKT dan menyerahkannya 

Bahan RKT I hari Konsep RKT 
kepada Sekretaris 



7. 

8. 

Sekretaris memeriksa konsep RKT, jika setuju 
menyampaikannya kepada Kadis, jika tidak 

' setuju menyerahkannya kepada Kasubbag untuk 
direvisi. 

Kadis memeriksa Draft RKT, jika setuju 
menandatangani, jika tidak setuju mengembalikan 
kepada Sekretaris untuk diperbaiki. 

tidak 

ya 

tidak 

ya 

Konsep RKT 

Draft RKT 

I hari 

l hari 

Draft RKT, 
disposisi 

RKT, disposisi 

9. 
Sekretaris menyerahkan RKT kepada Kasubbag 

RKT 10 menit Disposisi 
untuk didokumentasikan 

.,. 

10. Kasubbag menyerahkan RKT kepada stafuntuk Disposisi, lO menit dokurnen RK T 
didokumentasikan. Selesai RKT 

KEPALA DrNAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP 19610307 198603 1 007 



• 

' 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN KALENDER KEGIATAN 

TAHUN 2020 



• 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1.2.3 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Kalender Kegiatan 

' 

SOP PENYUSUNAN KALEN DER KEG IATAN 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah; 
3.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional I .  Memiliki kemampuan dalam menyusun kalender kegiatan; 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Mempunyai kompetensi dalam mengoperasikan komputer. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1 .  SOP Penyusunan Database Perencanaan; 
l .  Alat tulis kantor, komputer, laptop, printer, kertas; 
2. Buku Rencana Kinerja; 2. SOP Penyusunan Usulan RKAT 
3. Buku DIPARKAT 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak disusun, maka akan terjadi benturan penjadwalan program kegiatan dalam waktu I tahun 



.. 

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN KALENDER KEGIATAN 

Pelaksana MutuBaku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
Perencanaan 

Staf 
Perleogkapan 

Waktu Output 

- Buku Rencana 
Sekretaris memerintahkan Kasubbag untuk I 

I Kerja 
Tersusunnya 

1 .  menganalisa program kegiatan hasil I 2jam analisa program 
- Buku DIPA 

pembahasan RKT 
- RK A  

kegiatan 

- Buku Rencana 
Merekap program kegiatan hasil pembahasan I I Kerja 

Tersusunnya 
2. 

RKT sesuai bagian - Buku DIPA 
2jam rekapitulasi 

- RK A  
program kegiatan 

' - Buku Rencana Tersusunnya draft 

3 .  Menyusun draft kalender kegiatan, I I Kerja 
3 jam 

jadwal 
- Buku DIPA pelaksanaan 
- RKA kegiatan 

- Buku Rencana 
Terkoreksinya 

4. 
Mengoreksi draft kalender kegiatan, dan [ .......... ..... Kerja 

45 menit 
I 

drfat kalender 
mengajukannya kepada Kadis untuk diperiksa - Buku DIPA 

kegiatan 
- RKA 

Ticbk 

Memeriksa, jika setuju ditandatangani, dan 

• 
Draft Kalender 

Draft buku 
5. jika tidak setuju dikembalikan kepada untuk 

terkoreksi 
1 hari kalender kegiatan 

diperbaiki. 
y 

disetujui 

' 

-------------------- - - 



.. 

6. Menggandakan buku kalender kegiatan 
Kai ender 
kegiatan 

1 hari 
Tercetaknya buku 

kalender kegiatan 

' 

KEP ALA DIN AS PERJNDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



• 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

TAHUN 2020 



.. 

DINAS PERINDllSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1 .2.4 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

•· 

• 

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1 .  UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2 UU Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
3 .  UU Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 
4. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; I .  Memiliki kommpetensi memadai tentang pengelolaan keuangan negara; 
6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer. 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 

8. Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Keria Cabana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

I .  Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer; 
l .  SOP Penyusunan RKT; 2. Software Program RKA-KL� 
2. SOP Penetapan Kinerja 3. Standar Biaya Umum; 

4. RKT Tahun berikutnya. 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak dibuat, penyusunan rencana kerja dan anggaran tidak terlaksana dengan baik . 



.. 

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Pelaksana Mutu Baku 

No Uraian Prosedur Kasubbag Persyaratan/ Ket 
Kepala Dinas Sekretaris 

Perencanaan 
Staf 

Perlengkapan 
Waktu Output 

Kasubbag memerintahkan Staf untuk 

1 .  
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 

Agenda kerja 1 5  menit Disposisi 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
berdasarkan skala prioritas. 

Staf mengumpulakn dan menyusun data • 

2. jumlah anggaran berdasarkan analisis I I Disposisi I hari Disposisi 
kebutuhan 

Stafmemenuhi data tentang analisis kebutuh- 
Terpenuhinya 
informasi data 

an jumlah anggaran yang diminta oleh 
" tentang DINAS 

3. 
Kasubbag meliputi jumlah pegawai, inventaris I I Sesuai data dari 

1 minggu PERINDUSTRI 
kantor, jumlah kegiatan dan program dalam setiap bagian 

AN DAN 
satu tahun yang diperoleh dari masing-masing 

PERDAGANGA 
bagian, serta jumlah unit kerja instansi. N 

Adanya 
- informasi 

Kasubbag menyusun konsep pagu indikatif 
I I anggaran 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
4. PERDAGANGAN per program anggaran, 

Data dan 
3 jam 

DIN AS 
informasi PERINDUSTRI 

untuk kemudian dianalisa oleh para pimpinan 
AN DAN 

dibawah koordinasi Sekretaris PERDAGANGA 
N 

� Tersajinya data 
Sekretaris mengajukan usulan anggaran untuk tentang program 
biaya program dan kegiatan dalam tahun 

- 
dan kegiatan 

5. 
anggaran yang direncanakan, beserta prakiraan Sesuai Renja 

1 jam 
DIN AS 

maju berupa implikasi kebutuhan dana untuk 

• 
Diknas PERINDUSTRI 

pelaksanannya bedasarkan pagu indikatifyang AN DAN 
telah diterima. PERDAGANGA 

N 



r r 

Sekretaris mengkonfirmasikan prakiraan maju 
yang telah disetujui oleh Subbag Perencanaan Tersusunnya 

6. 
menjadi dasar penyusunan usulan kegiatan 

2jam 
usulan anggaran 

anggaran DINAS PERINDUSTRIAN DAN yang propor - 
PERDAGANGAN pada tahun anggaran sional 
berikutn a. 

Sekretaris menyusun anggaran DINAS 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
berdasarkan usulan program, kegiatan dan Sesuai dengan T ersusunnya 

7. jenis dari setiap bagian disesuaikan dengan ,----- - Renja dan Per 3 hari RKAPagu 
I 

Pagu lndikatif dari Subbag perencanaan untuk I Menkeu Indikatif 
menghasilkan RKA Pagu lndikatif, dan 

I 

I 

menyampaikannya kepada Kadis. 
I 

I 

Kadis mengkoreksi RKA Pagu Indikatif yang 
Tidak 

telah disusun berdasarkan anggaran berbasis 
kinerja dengan memperhatikan keterkaitan Sesuai dengan T erkoreksinya 

8. antara pendanaan dengan keluaran dan hasil Renja dan Per 1 hari RKAPagu 
yang diharapkan tennasuk output dan Menkeu lndikatif 
outcome. Jika setuju ditandatangani, jika tidak 

ya 
• 

setuju dikembalikan untuk dikoreksi . 

Kadis mengadakan pembahasan dengan 
DPRD tentang kondisi internal DINAS 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Terbahasnya 

9. yang akan dialokasikan oleh Sekretariat c.q. RKA Pagu 
1 hari data RKA Pagu 

Subbag Perencanaan. Hasilnya diserah- Indikatif 
Indikatif 

kankepada sekretaris c.q. Subbag perencanaan 
untuk menyusn pagu sementara. 

Tersusunnya 
rekomendasi 

Subbag Perencanaan menyusun dan 
Sesuai dengan 

pagu sementara 
menetapkan rekomendasi Pagu Sementara DIN AS 

10. 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

hasil pembahas- 1 hari 
PERINDUSTRI 

PERDAGANGAN 
anDPR 

AN DAN 
PERDAGANGA 
N 



.. 

1 1 .  
Sekretaris mendapatkan rekomendasi Pagu Rekomendasi 

10  menit Pagu sementara 
Sementara dari Subbag Perencanaan pagu sementara 

Sekretaris menyusun draft RKA Pagu Se- 
Sesuai usulan 

mentara DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
progam dan ke- 

Tersusunnya 
12. PERDAGANGAN berdasarkan usulan prog- 

giatan masing- 
3 hari draft RKA Pagu 

ram, kegiatan dan jenis belanja dari setiap 
masing bagian 

Sementara 
bidang, dan menyerahkannya kepada Kadis. 

tidak 
Kadis memeriksa draft RKA, jika setuju 

Draft RKA 
RKA Pagu 

13 .  ditandatnagani, jika tidak setuju dikembalikan 
Pagu sementara 

l hari sementara 
untuk dikoreksi. terkoreksi 

Kadis mengadakan pembahasan dan peng- 
Sesuai usulan 

koreksian terhadap RKA Pagu Sementara 
progam dan ke- 

RKAPagu 
14. bersama dengan bagian anggaran Pemerintah 

giatan masing- 
1 hari sementara hasil 

Daerah. Hasilnya diserahkan kepada 
masing bagian 

pembahasan 
Sekretaris c.q Kasubbag Perencanaan. 

Kasubbag Perencanaan menyusun dan 
melakukan pembahasan untuk menetapkan Sesuai usulan 

Tersusunnya 
15 .  

finalisasi RKA DINAS PERINDUSTRIAN progam dan ke- 
3 hari RKAPagu 

DAN PERDAGANGAN Pagu Definitif, dan giatan masing- 
menyerahkannya kepada Sekretaris untuk masing bagian 

Definitif 

diteruskan ke ada Kadis. 
Kadis mengadakan pembahasan bersama 

Tersusunnya 
dengan bagian anggaran Pemda sesuai Pagu 

RKAPagu RKAPagu 
16. Definitif, dan menyerahkan hasil pembahasan 

Definitif 
1 hari 

Defenitif yang 
kepada sekretaris untuk dibahas oleh seluruh 

telah dibahas 
kabid. 

Sekretaris menyerahkan hasil pembahsan para 
Hasil 

17.  Kabid kepada Kasubbag untuk bahan 
pembahasan 

10 menit disposisi 
penysuunan RKA defenitif 



Kasubbag menyusun RKA Defenitif dan 
Rekomendasi 

1 8 .  menyerahkannya kepada Sekretaris untuk Disposisi l hari 
RKA Defenitit 

mendapat persetujuan. 

Sekretaris memeriksa RKA Pagu Defenitif tidak 
Jika setuju ditandatangani dan diserahkan r---- RKAPagu 

1 9 .  I  Disposisi 1 jam 
kepada Kadis, jika tidak setuju dikembalikan 

r----- 
defenitif 

untuk diperbaiki. I 

I 
I 

tidak RKAPagu 
Kadis memeriksa RKA, jika setuju 

RKAPagu Definitif hasil 
20. ditandatangani, dan jika tidak setuju 

defenitif 
I hari 

persetujuan 
dikembalikan untuk diperbaiki. 

pimpinan 

Sekretrais menyerahkan RKA kepada 
Terdistribusi- 

2 1 .  
Kasubbag, dan Kasubbag memerintahkan Staf RKAPagu 

I hari kannyaRKA 
untuk mencetak dan mendistribusikan RKA Definitif 
terakhir kepada sernua unit kerja terkait. 

Pagu Definitif 

22. 
Sekretaris rnengajukan konsep DIP A kepada RKA Pagu 

I hari 
Terkirirnnya 

Perbendaharaan Pemerintah Daerah Definitif Konsep DIPA 

KonsepDIPA 
DIN AS 

23. 
Sekretaris rnengadakan pembahasan DPA PERINDUSTRJ 

1 hari 
Terbahasnya 

dengan Perbendaharaan Pemda AN DAN konsep DIPA 
PERDAGANG 
AN 

Sekretaris menyerahkan konsep DJPA hasil 
Konsep DIPA Terkoreksinya 

24. 
pembahasan untuk ditandatangani Kadis 

hasil pemba- l hari konsep DIPA 
hasan oleh pirnpinan 

.. 



.. 

25. 

26. 

Mengembalikan konsep DIPA untuk ditanda­ 
tangani oleh Perbendaharaan Pemeritnah 
Daerah. 

Sekretaris mengambil DIP A RKA DIN AS 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
pada Perbendaharaan Pemerintah Daerah. 
Selesai 

Konsep DIPA 
yang telah 
dikoreksi 

Konsep DIPA 
RKA 

I 1 hari 

1 hari 

Terkirimnya 
Konsep DLPA 

Tersusunnya 
DIPARKA 
DIN AS 
PERINDUSTRI 
AN DAN 
PERDAGANGA 
N 

KEPALA DTNAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SATRIA ALAM, SE, M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



... 

.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINS! LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

TAHUN 2020 



DINAS PERINDUSTRJAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINS( LAMPlJNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

T gl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V.26.1 .2 .5 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 

.. 

• 

SOP EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instans! P�merin�ah; . 
3 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Republik 1 .  Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional program; Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengolah data berbasis 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan komputer. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor I O  Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 

Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1 .  Dokumen Rencana Kinerja Tahunan; 
1 .  SOPRKT 2. Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer; 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak ada SOP Monev, maka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi akan berlangsung tanpa arah Kuesioner/F orrn/Matrik MON EV. dan tujuan yang jelas 



.. 

FLOWCHART SOP EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

Pelaksana Mutu Baku 

Uraian Prosedur Kasubbag Persyaratan/ Ket No 
Kepala Dinas Sekretaris Staf Waktu Output 

Perencanaan Perlengkapan 

Sekretarismemerintahkan Kasubbaguntuk 
I I 

segera melaksanakan kegiatan Evaluasi I . 

Agenda kerja 5 menit Disposisi I .  
Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 
sebelumnya 

' .  Kasubbag memerintahkan Staf melakukan 
I I Disposisi, per- 

2. 
persiapan teknis dan adminsitratif untuk 

Disposisi 10 menit syaratan admi- 
melakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja, dan 

nsitrasi dan teknis 
menyerahkannya kepada Kasubbag. 

Kasubbag menyusun draft panduan 
Juk.lak dan Draft panduan 

pelaksanaan kegiatan, Tim Evaluasi, dan I 

I jam kegiatan dan Tim 3. . . . . . . . . . .  . . .  
I  juknis lnstrumen Evaluasi, kemudian 

monev. 
menyampaikannya kepada Sekretaris. 

Sekretaris memeriksa draft panduan kegiatan, 
tidak 

Panduan kegiatan 
Draft panduan 

dan Tim Monev 
4. 

Tim Evaluasi, dan insturnen evaluasi untuk 
ya kegiatan dan 1 hari 

yang telah ditandatangani. Jika terjadi kesalahan 
Tim monev 

disetujui dikembalikan untuk diperbaiki. 

Kasubbag melakukan koordinasi dengan Tim, 
Juknis dan Terlaksananya 

• I 

l Sesuai jadwal 5. kemudian Tim melaksanakan kegiatan 
I juklak kegiatan Monev 

Evaluasi Pelaksanaan Renja. 

. .  Data dan 
Analisis data hasil 

6. 
Tim melakukan analisis data hasil evaluasi 

I l informasi hasil I hari 
evaluasi Rencana Kerja. 

monev 

Tim menyusun laporan hasil Evaluasi · �  
Data dan infor- Dokumen laporan 

7. 
Pelaksanaan Renja, dan merekomendasikan I l masi hasil I jam hasil Evaluasi 
tindaklanjutnya, kemudian menyerahkannya 

evaluasi renja 
kepada Kasubbag . 



Kasubbag memerintahkan Stafuntuk 
8. mendokumentasikan hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Renja 

Dokumen hasil 
monev 

10 menit 
Arsif dokumen 
Evaluasi renja 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SA TRJA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



' .. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINS! LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 

TAHUN 2020 



( I'  

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINS) LAMPUNG 

Nomor SOP 

T gl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1 .2.6 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Rencana Strategis 

.. 

.. 

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pernerintah; 
2. lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 
3 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
I .  Merniliki kemampuan dibidang perencanaan; 

Prosedur Administrasi Pemerintahan. 
2. Memiliki kompetensi dalam mengoperasikan program komputer. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor IO Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Keria Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1 .  SOPRKT 1 .  RPJPD, UU, Kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
2. SOPLAKIP dan LPPD 2. Meja, Kursi, ATK, Komputer dan printer. 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak dibuat, maka program dan kegiatan institusi dalam satu periode tidak terarah . Data dan informasi arah kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 



.. 

FLOWCHARTSOP PENYUSUNAN RENCANA STARTEGIS 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag 

Staf 
Persyaratan/ 

Output 
Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
Perencanaan Perlengkapan 

Wakiu 

Sekretris menugaskan Kasubbag untuk mem- 
I .  

persiapkan penyusunan Renstra 
Agenda kerja 10 menit Disposisi 

Kasubbag memerintahkan Stafuntuk 
2. mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi l hari Bahan Renstra 

penyusunan Renstra kepada Kasubbag 

Kasubbag mengonsep Renstra dan . . .  

3. 
- Bahan Renstra I hari Konsep Renstra 

menyerahkannya kepada Sekretaris 

Sekretaris memeriksa konsep Renstra, jika tidak 

4. 
setuju menyampaikannya kepada Kadis, jika 

ya Konsep Renstra 1 hari 
Draft Renstra, 

tidak setuju menyerahkannya kepada 
. . . . . . . . . .. . . .  ....  

disposisi 
Kasubbag untuk direvisi. 

Kadis memeriksa Draft Renstra, jika setuju tidak 

5. 
menandatangani dan menyerahkan kepada 

ya Draft Renstra l hari 
Renstra yang 

Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan 
- 

telah disetujui 
kepada Sekretaris untuk diperbaiki. 

- - 
- 

� 

6. 
Sekretaris menyerahkan Renstra kepada 

Disposisi 10 menit Disposisi 
Kasubbag untuk didokumentasikan 



7. 
Kasubbag menyerahk:anRenstra kepada staf 
untuk didokumentasikan. Selesai 

Disposisi 10  menit 
Dokumen 
Renstra 

.. 

KEPALA DTNAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 l 007 



.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN LAKIP DAN LPPD 

TAHUN 2020 



.. 

DINAS PERINDllSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V.26.1 .2 .7 

O I  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LA.KIP dan LPPD) 

SOP PENYUSUNAN LAKIP .DAN LPPD 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 1 .  Memiliki kemampuan dibidang penilaian kinerja instansi pemerintah; 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan program 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan komputer 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor I O  Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

t .  Dokumen Renstra 
1 .  SOP Renstra 2 . Dokumen RKT. 
2. SOP RKT 3 .  Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

4. Mela, Kursi ATK, Komouter dan printer. 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak dibuat, maka kinerja instansi tidak terukur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Harus mengacu kepada hasil monitoring dan evaluasi program tahun berjalan 



.. 

FLOWCHART SOP PENYUSllNAN LAKIP DAN LPPD 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
Perencanaan 

Staf 
Perlengkapan 

Waktu Output 

Dimulai dari Sekretaris menugaskan 
I I 
I I 

1 .  Kasubbag untuk mempersiapkan konsep Agenda kerja 10 menit Disposisi 
LAKIP dan LPPD. 

, 

Kasubbag memerintahkan Stafuntuk I I 
2. mengumpulkan bahan penyusunan LAKIP Disposisi 10  menit Disposisi 

danLPPD 

' 

3. 
Staf mengumpulkan dan menyerahkan bahan I I Disposisi 1 minggu Bahan Iaporan 
laporan kepada Kasubbag 

Kasubbag mengonsep LAKIP dan LPPD dan 
- 

4. 
I 

Bahan laporan I minggu Konsep laporan 
menyerahkannya kepada Sekretaris ,----- - 

I 

: 
tidak I 

I 

Sekretaris memeriksa konsep LAKIP dan I 

LPPD. Jika setuju menyampaikannya kepada 
I 

5. Konsep laporan 1 hari Draft laporan 
Kadis, jika tidak setuju menyampaikannya r----- - 

kepada Kasubbag untuk diperbaiki. 
I 
I ya 
: 

Kadis memeriksa Draft LAKIP dan LPPD. ,;d� 
Jika setuju menandatangani, jika tidak setuju LAKIP dan 

6. 
menyampaikannya kepada Sekretaris untuk 

Draft laporan 1 hari 
LPPD 

diperbaiki. va 

Sekretaris menyampaikan laporan kepada Laporan. 
7. - I 

I 
Disposisi 10 menit 

Kasubbag untuk didokumentasikan . I disposisi 

• 



" 

Kasubbag menyerahkan LAKIP dan LPPD 
kepada Stafuntuk didokumentasikan. 

, 8 .  Selesai. Dokumen LAKPI dan 10 menit 
LPPD 

Bukti dokumen 
LAKlP dan 
LPPD 

., 

KEPALADINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SA TRIA AL.\M, SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NlP. 19610307 198603 1 007 



• 

1"- 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI 

TAHUN 2020 



• 

DINAS PERlNDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINS( LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26. 1 .2 .8 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Tim Monev 

SOP PENYUSUNAN Tl�I MONITORING DAN EV ALUASI 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 1 .  Memiliki kemampuan dibidang monitoring dan evaluasi; 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengolah data berbasis 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan komputer. 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1 .  SOP Kalender Kegiatan 
I .  Alat Tulis Kantor, Kornputer, Printer; 

2. SOPRKT; 
2. Rencana Kinerja Tahunan; 

3. SOP Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 
3 .  Standar Biaya Urnurn; 
4. Data pegawai 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Jika tidak ada SOP Monev, maka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi akan berlangsung tanpa arah 
Kuesioner/Form/Matrik MONEY. 

dan tujuan yang jelas 



.. 

• 

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur Kasubbag Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas Sekretaris 
Perencanaan 

Staf 
Perlengkapan 

Waktu Output 

Kasubbag mempelajari alokasi anggaran Memahami 

1 .  
Monitoring dan Evaluasi, dan SesuaiDIPA 

2Jam 
Program kerja 

memerintahkan Staf untuk melakukan dan RKT kaitannya dengan 
persiapan. Monev 

' ,  

Staf mempersiapkan sarana dan prasarana I I Data pegawai 

2. pendukung, dan menyerahkannya kepada 
form/ blangko, 

1 hari 
Bahan dan data 

Kasubbag. 
inst rumen pendukung 
Monev 

Kasubbag menyusun draft Tim Monev, dan Disposisi Draft Tim 
3 .  

I  2 Hari 
menyerahkannya kepada Sekretaris. 

. . . . . . . . .  ...  

I  Sekretaris Monev 

Sekretaris memeriksa draft susunan Tim tidak 

Monev, jika setuju ditandatangani dan 
Draft Tim 

Susunan Tim 
4. menyerahkannya kepada Kadis untuk ya 

Monev 
I jam yang disetujui 

mendapat persetujuan, jika tidak setuju 
.........  ....  

sekretaris 
dikembalikan untuk diperbaiki 

Kadis memeriksa usulan Tim Monev, Jika tidak Sesuai dengan 

5. 
setuju ditandatangani, dan jika tidak setuju Susunan Tim 

I Hari 
SuratTugas 

dikembalikan kepada Sekretaris untuk - ya 
� yang disetujui Monev 

diperbaiki oleh Sekretaris 



Sekretis melalui Kasubbag mendistribusikan 
6. surat tugas sebagai Tim Monitoring dan 

Evaluasi kepada yang bersangkutan. 
Surat Tugas I Jam 

Terdistribusinya 
Surat Tugas 

' 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE, M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP. 196 l 0307 198603 l 007 



.. 

... 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA 

TAHUN 2020 



• 

DINAS PERlNDlJSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26. l.2.9 

O I Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Penetapan Kinerja 

SOP PENYlJSUNAN PENETAPAN KINERJA 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

1 .  Memiliki kemampuan menyusun buku pentapan kinerja; 
Indonesia Nornor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

2. Memiliki pemahaman tentang penetapan kinerja; 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 

" Memiliki kompetensi memadai dalam melakukan pengolahan data 
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 

J .  

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 
berbasis komputer. 

5. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Keria Cabana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lamnunz 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

SOP Penyusunan RKT; 
1 .  Alat tulis kantor, komputer, printer, kertas; 
2. Perlengkapan kerja (meja, kursi, dll) 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

1 .  Jika tidak disusun, maka akan kesulitan dalam mengukur kinerja grogram dan kegiatan Form pengisian output dan outcome 



.. 

FLOWCHART SOP PENYlJSUNAN PENETAPAN KINERJA 

Pelaksana Mutu Baku 

No Uraian Prosedur Ka sub bag Persyaratan/ Ket 
Kepala Dinas Sekretaris 

Perencanaan 
Staf 

Perlengkapan 
Waktu Output 

I .  
Mempelajari dan menelaah DIPA tahun DIPA tahun 

I jam 
DIPA telah 

berjalan berjalan dipahami 

, , 

Mempelajari dan menelaah kegiatan yang ada I I Pemahaman 
Kegiatan dalam 

2. I jam DIPA telah 
dalam DIPA terhadap DLP A 

dipahami 

I I Output dan 
Matrik penetapan 

3. Membuat Form/Matrik Penetapan Kinerja Outcome 2jam 
kinerja 

Kegiatan 

4. Mengisi Form/ Matrik I I Matrik kinerja l jam Selesainya Input 

... �n Draft penetapan 
Tersusunnya 

5. Kompilasi , ...........  

kinerja 
1 jam Draft Penetapan 

kinerja 

tidak ya 
Mengajukan Draft kepada Pirnpinan, jika 

·- 
Draft 

6. setuju di tandatangani, jika tidak setuju di- Draft selesai I hari 
disetujui 

kembalikan untuk diperbaiki 

' 



• 

7. Dokumentasi dan Penggandaan 
Dokumen 
penetapan 
kinerja 

I jam 
Arsif buku Pene­ 
tapan Kinerja. 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINS! LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



.. 

• 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

TAHUN 2020 



• 

DINAS PERINDlJSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVJNSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

V.26.1 .2 . 10 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang 
Perindustrian dan Perdagangan 

Dasar Hukum 

SOP PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Kualifikasi Pelaksana 

• 

• 

I .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pernerintah; 
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5 .  Peraturan Gubemur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Ke ia Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

1 .  SOP Perencanaan 

Peringatan 

Jika tidak dilakukan, maka penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan tidak 
terlaksana dengan baik . 

1 .  Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 
2. Memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan komputer 

Peralatan/Perlengkapan 

I .  Buku referensi tentang peraturan dan perundang-undangan yang relevan 
dengan bencana 

2. Komputer, Printer, ATK, dll . 

Pencatatan dan Pendataan 



.. 

,,. 

.. 

FLOU''CHARTSOP PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PERATURt\N 

PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Pelaksana Mutu Baku 

No U raian Prosedur Kasubbag Umum Persyaratan/ Ket 
Kepala Dinas Sekretaris 

& Kepeg 
Staf 

Perlenl!kapan 
Waktu Output 

Kasubbag memerintahkan Stafuntuk 
menyiapkan bahan penyusunan peraturan per- .. ·:..·· .· .. ,. . 

I .  c·,, �,, Agenda kerja 5 menit Disposisi 
undang-undangan di bidang Perindustrian dan 
Perdagangan 

Menyusun dan mengkompilasi data dan 
I I 

Kompilasi data dan 

2. 
I Disposisi I jam informasi yang 

informasi yang relevan relevan 

Data dan informasi 
Ir 

bahan penyusunan 
Menginventarisir kebutuhan peraturan I I 

Buku-buku peraturan perundang- 
3. perundang-undangan bidang Perindustrian dan sumber, 2jam 

undangan bidang 
Perdagangan peraturan, dll Perindustrian dan 

Perdazanaan 

• Ir  Hasil klasifikasi 
r 

I 
Perautan per- tentangjenis pera- 

Mengklasifikasikan jenis peraturan perundang- I undangan- turan perundang- 
4. undangan bidang Perindustrian dan undangan I hari undangan bidang 

Perdagangan yang diperlukan sesuai Perindustrian dan 
dibutuhkan Perdagangan 

Membuat usulan peraturan perundang- Draf usulan peraturan 
5. undangan bidang Perindustrian dan lr.�l �t� 45 menit perundang-undangan 

Perdagangan berdasarkan hasil analisis 
. bidang Perindustrian ya 

t kebutuhan dan Perdazanzan 
Finalisasi usulan peraturan perundang- .. .. .. .  ..J tidak 

U sulan peraturan 

6. undangan bidang Perindustrian dan 
... I hari 

perundang-undangan 
bidang Perindustrian 

Perdagangan yang diperlukan dan Perdaaanaan 



.. 

7. Dokumentasi dan Pengarsipan 10 menit Arsip dokuemn 

KEP ALA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SATRIA ALAM, SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 1 007 



• 

• 

.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

TAHUN 2020 



.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V .26 . 1 . 2 . 1 1  

O  I  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

• 

• 

SOP PENVUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
2 . Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 1 .  Memahami penyusunan laporan kegiatan 
Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Memahami materi kegiatan 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 3. Mampu mengoperasikan program komputer 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor IO Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Keria Cabana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lamoung 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1 .  Semua SOP pada Subbag Perencanaan 1 .  Laporan kegiatan; 
2 . Meja, Kursi, ATK Komputer dan printer. 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Penyelesaian laporan kegiatan paling Iambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilaksanakan 



'"" 

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEG IATAN 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur 

Kepala Dinas Sekretaris 
Kasubbag 

Staf 
Persyaratan/ 

Waktu Output 
Ket 

Perencanaan Perlengkapan 

Dimulai dari Sekretaris menugaskan - I I 
I I 

1 .  Kasubbag untuk mempersiapkan konsep Agenda kerja 10 menit Disposisi 
laporan pelaksanaan kegiatan. 

Kasubbag memerintahkan Staf untuk I I 
2. mengumpulkan bahan penyusunan laporan Disposisi 10  menit Disposisi 

pelaksanaan kegiatan 

3. 
Staf mengumpulkan dan menyerahkan bahan I I Disposisi l hari Bahan laporan 
laporan kepada Kasubbag 

Kasubbag mengonsep laporan pelaksanaan 
4. kegiatan dan menyerahkannya kepada 

-- 
I Bahan laporan I hari Konsep laporan 

,---- 
I 

Sekretaris I 

I 

tidak I 

Sekretaris memeriksa konsep laporan pelak- ! 

5. 
sanaan kegiatan. Jika setuju menyampaikan- 

...- Konsep laporan 1 hari Draft laporan 
nya kepada Kadis, jika tidak setuju menyam- 

r----- 

I  

paikannya kepada Kasubbag untuk direvisi . .  
I  

I  
va I  

Kadis memeriksa Draft laporan pelaksanaan tidak 
I 

kegiatan. Jika setuju menandatangani, jika 
Laporan 

6. Draft laporan I hari pelaksanaan 
tidak setuju menyampaikannya kepada 

kegiatan 
Sekretaris untuk diperbaiki. ya 

Sekretaris menyampaikan laporan kepada Laporan. 
7. � I I Laporan 10 menit 

Kasubbag untuk didokumentasikan � I I disposisi 

' '  



.. 

Kasubbag menyerahkan laporan pelaksanaan 
8. kegiatan kepada Stafuntuk didokumen­ 

tasikan. Selesai. 
Laporan 10 menit 

Arsif dokumen 
Laporan 

, . 

• 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGANPROVINSILAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19610307 198603 I 007 



.. 

.. 

.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENCAIRAN ANGGARAN UANG PERSEDIAAN 

TAHUN 2020 



•• 

DINAS PERDAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG 

Nomor SOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1 .3 . 1  

O I  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pencairan Anggaran Uang Persediaan 

Dasar Hukum 

SOP PENCAIRAN ANGGARAN VANG PERSEDIAAN 

Kualifikasi Pelaksana 

,, 

• 
.. 

1 .  UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Keterkaitan 

I .  SOP Pencairan Anggaran-LS; 
2. SOP Pengelolaan Keuangan. 

Peringatan 

1 .  Pencairan anggaran harus sesuai DIP A yang telah ditetapkan; 
2. Tidak melebihi nilai dari ketentuan Pagu yang ditetapkan; 
3 SPM Harus ditandatangani dan diparaf oleh pejabat yang berwenang, 
4. Pencairan harus melalui rekening yang telah disetujui 

I .  Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan keuangan negara 
2. Menguasai sistem akuntansi keuangan berbasis IT 

Peralatan/Perlengkapan 

1 .  Meja, kursi, komputer; 
2. Brankas, sarana transportasi, 
3. A TK, telepon, kalkulator, flash disk. 

Pencatatan dan Pendataan 

1 .  SPM 
2. SP2D 
3. BKU 
4. Buku-buku pembantu . 



FLOWCHART SOP PENCAIRAN ANGGARAN PERSEDIAAN 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur K.PA Bendahara Persyaratan/ 

Output 
Ket 

Kepala Dinas 
PPK PPS PM 

Pengeluaran Perlenzkapan 
Waktu 

Dimulai dari setelah adanya tagihan, 
Pihak penerima, Kelengkapan 

1 .  
Bendahara meneliti kelengkapan perintah 

nilai dan jadwal 30 menit pembayaran 
pembayaran yang diterbitkan KP A, serta 

pembayaran telah diperiksa 
memeriksa kebenaran atas hak tagih. 

PPK menerbitkan dan menandatangani 
Bukti pembelian/ 

2. SPP dilampiri bukti hak tagih kepada 
pembayaran 

2jam SPP 
negara 

Kelengkapan 

3. 
PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang _ I I dokumen 

1 jam SPM 
telah memenuhi syarat. 

�. 

pendukungk SPP, 
dll 

4. Bendahara menginput SPM Aplikasi SPM 1 jam Terisinya SPM 

Tidak 

PSPM memeriksa dan menguji SPM, jika Dokumen harus 
5. disetujui diterbitkan SP2D, jika ditolak Ya lengkap, ada tanda 2jam 

SPM yang telah 

kembali ke Input SPM untuk dikoreksi. pen gen al 
diverifikasi 



6. 

Penerbitan SP2D/pencairan dana melalui 
bank dan pencairan uang ke bank lalu8 
uangnya disinmpan ke brankas 

SPM telah di 
verifikasi dengan 
benar 

1 jam Dana telah cair 

.... 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SA TRIA ALAM, SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NlP. 19610307 198603 1 007 



... 

·" 

• 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN 

TAHUN 2020 



.. 

DINAS PERDAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPlJNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

Tgl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1 .3 .2 

O I  Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Uang Persediaan 

DasarHukum 

SOP PENGELOLAAN VANG PERSEDIAAN 

Kualifikasi Pelaksana 

.. 

..... 

I .  UU Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013  tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 3 S Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

S. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Keria Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

1 .  SOP Pencairan Anggaran; 
2. SOP Pencairan Anggaran-LS; 
3 .  SOP Buku Kas Umum; 
4. SOP Buku-buku pembantu. 

Peringatan 

Jika tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kesalahan dalam administrasi pertanggungjawabannya 

1 .  Memiliki kemampuan memadai dalam pengelolaan keuangan 
2. Mampu mengoperasikan soft ware komputer bidang akuntansi 

Peralatan!Perlengkapan 

Meja, kursi, komputer, brankas, ATK, telepon,mesin tik, kalkulator. 

Pencatatan dan Pendataan 

BKU 
Buku Pembantu Kas Tunai 
Buku Pembantu Pajak 
Buku Pembantu Kas Persediaan 



.. 

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN 

Pelaksana Mutu Baku 
No Uraian Prosedur KPA Benda hara Persyaratan/ Ket 

Kepala Dinas 
PPK PPSPM 

Pengcluaran Per lenakaoan 
Waktu Output 

Dimulai dari PPSPM memerintahkan 
I .  Bendahara agar uang yanag telah diambil dari Agenda kerja 5 menit Disposisi 

Bank disimpan di brankas. 

, 

l I Uang yang telah Tersimpannya 
2. Bendahara menyimpan uang di brankas IO menit uang dengan diambil dari Bank 

baik 

' .  Tersusunnya 
3. 

Bendahara membuat rencana pengeluaran 
I I 

Vang telah tersim- 
2jam rencana penge- anggaran pan dengan baik 

luaran anggaran 

Kesepahaman 

4. 
PPSPM berkoordinasi dengan seluruh 

I 
I Tersusunnya rencana 

I jam tentang alokasi 
pengelola kegiatan 

,� 

pengeluaran anggaran dana yang akan 
digunakan 

• Kesepahaman tentang Dana telah 
5. 

PPSPM menyusun pendistibusian dana sesuai 
I I alokasi dana yang 2jam diterima oleh alokasinya 

akan digunakan yang berhak 

Bendahara mengeluarkan dana sesuai Dana telah disampai- Memungut 

�· I  danmelaporkan 
6. alokasinya serta memungut pajak dan I kan kepada yang I hari 

menyetorkannya. berhak pajak sesuai 
ketentuan 



7. 
Bendahara menyusun pertanggungjawaban 
pengelolaan dana Uang Persediaan. Selesai 

Bukti-buktipenge­ 
luaran I hari 

Dokumen siap 
dipertanggung­ 
jawabkan 

.. 

• 

KEP ALA DIN AS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN PROVINSJ LAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE. M.Si 
Pembina Utama Madya 
NlP. 19610307 198603 l 007 



.. 

.. 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI LAMPUNG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN 

TAHUN 2020 



... 

DJNAS PERDAGANGAN DAN 

PERJNDUSTRIAN PROVINS( LAMPUNG 

NomorSOP 

Tgl. Pembuatan 

Tgl. Revisi 

T gl. Pengesahan 

Disahkan oleh 

NamaSOP 

V.26.1.3.3 

01 Oktober 2020 

November 2020 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pengajuan Anggaran Kegiatan 

Dasar Hukum 

SOP PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN 

Kualifikasi Pelaksana 

1 .  UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pernbentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Keria Caban dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Lam un 

Keterkaitan 

1 .  SOP Pencairan Anggaran; 
2. SOP Pengelolaan Keuangan 

Peringatan 

I .  Pengeluaran harus disetujui oleh KP A; 
2. SPM sudah disetujui oleh BPKAD; 
3. Dana di Bank telah tersedia dan siap diambil oleh bidang keuangan: 
4. Pengeluaran dana harus sesuai perjanjian; 
5. Memverifikasi kegiatan dan kesesuaiannya dengan petunjuk operasional 

I .  Memiliki kompetensi pengelolaan anggaran. 
2. Memiliki kompetensi dibidang pengoperasina program komputer. 

Peralatan/Perlengkapan 

I .  Meja., kursi, komputer, brankas, ATK, telepon,mesin tik, kalkulator. 

Pencatatan dan Pendataan 

I .  Rencana pengeluaran; 
2. RAB; 

3. TOR; 
4. Kwitansi; 
5. Petunjuk operasional; 
6. Faktur. 



• 

FLOU/CHARTSOP PENGAJlfAN ANGGARAN KEGIATAN 

Pelaksana Mutu Baku 

No Uraian Prosedur KPA Pelaksana/ Persyaratan/ Ket PPK PPS PM Bendahara Waktu Output Kepala Dinas Penaeluaran Perlengkapan 

SK, ToR, RAB, Dokumen 

I .  
Bendahara mempersiapkan dokumen 

Kwitansi, I hari 
pengajuan 

pencairan anggaran telah 
siap 

I. Dokumen yang telah 
Telah ditanda SK. ToR, RAB diajukan ke Ka Subbag I 

I 
di disposisi oleh 

2. 
Keuangan I Kepala subbag 

1 hari tangani oleh 

Keuangan Sekretaris 

Dana siap 
Dokumen yang telah diserahkan 

3. SK, ToR, RAB diajukan ke Sekretaris I I di tandatangani oleh I hari kepada 
Sekretaris. pelaksana 

kegiatan 

Dokumen yang telah Dana diterirna 
4. Bendahara mencairkan anggaran kegiatan I l 45 menit oleh pelak- 

I I ditandatangani 
sana kegiatan 

KEP ALA DIN AS PERfNDUSTRJAN DA.."l 

PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG 

SA TRIA ALAM. SE, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP 19610307 198603 l 007 




























































































































































































































































































































